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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Palembang BARI bertujuan untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan
olen RSUD telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan
kesehatan yang telah ditetapkan, untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan
pada RSUD telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, dan untuk menilai apakah biaya kegiatan
upaya pelayanan kesehatan tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan
efektif.

Metode pemeriksaan yang digunakan mengacu pada Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN), yaitu dilakukan secara uji petik (sampling) dengan analisis
prosedur yaitu mereview sistem yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pengecekan/pengawasan atas seluruh aktivitas yang diperiksa. Metode ini meliputi
wawancara dengan pejabat-pejabat yang kompeten dan pengujian terhadap dokumen-
dokumen yang ada seperti anggaran, laporan keuangan, program, rencana tahunan,
prosedur dan lain-lain.

Pemeriksaan atas kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD Palembang BARI
Tahun Anggaran 2005 s.d 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan untuk
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar diperoleh keyakinan yang memadai
bahwa simpulan telah didukung bukti yang relevan. Hal-hal yang tidak diuji tidak

menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.
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Ketercapaian Indikator Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh

RSUD Palembang BARI dari tahun 2005 sampai 2007 sesuai dengan Indikator Upaya

Kesehatan yang diatur dalam Kumpulan

Indikator

Kesehatan yang diterbitkan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

No Indikator Pelayanan Standar Nilai
Pelayanan 2005 2006 2007 (sampai Juni)

1. Bed Occupancy Rate (BOR) 60 — 85 % 59,78 % 78,54% 77,91%
2. Bed Turn Over (BOT) 40-50 35,57 54,75 27,98
3. Turn Over Internal (TOI) 1-3 4,13 1,43 1,43
4. Average Length of Stay (Av.LOS) 6-9 6,13 5,24 5,04
5. Gross Death Rate (GDR) 45 %o 43,53 %o 33,97 %o 27,70 %o
6. Nett Death Rate (NDR) 25 %o 24,49 %o 15,89 %o 21,15 %o

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penampilan Kinerja Mutu dan Efisiensi Pelayanan

Kesehatan pada RSUD Palembang BARI Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun

Anggaran 2007 mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun demikian dari hasil

pemeriksaan masih ditemukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
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Hasil evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan kegiatan

pelayanan kesehatan yang meliputi aspek Organisasi, Kebijaksanaan, Perencanaan,

Prosedur Kerja, Pencatatan, Personalia/SDM, Pelaporan dan Pengawasan Intern

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah ditetapkan cukup memadai,

namun dalam pelaksanaannya masih

terdapat

kekurangan-kekurangan yang

mengakibatkan sistem pengendalian intern menjadi kurang efektif dan optimal.

Temuan Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan

a.

Beberapa indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan belum memenuhi

standar pelayanan.

Ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana belum memenuhi standar.

Beberapa bidang dan instalasi rumah sakit belum membuat program kerja

tahunan.

Prosedur tetap pelaksanaan tugas administrasi oleh tenaga paramedis pada

instalasi-instalasi belum dibuat.

Satuan pengawas intern rumah sakit belum melaksanakan tugas secara optimal.

Pelayanan farmasi kepada pasien rumah sakit oleh apotek pelengkap belum dibuat

perjanjian.




g. Beberapa alat medis belum dimanfaatkan.
h. Hasil penilaian atas standar pelayanan untuk rumah sakit 12 pelayanan masih

dibawah rata-rata.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BPK-RI berpendapat bahwa RSUD Palembang

BARI telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan, namun masih memerlukan
beberapa perbaikan/peningkatan. Sehubungan dengan itu, BPK-RI menyarankan kepada
Direksi RSUD Palembang BARI agar melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain
membuat prosedur tetap yang rinci, dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan
tenaga, sarana dan prasarana mempedomani ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan
fungsi pengawasan. Hasil pemeriksaan, tanggapan instansi dan rekomendasi BPK-RI

selengkapnya diuraikan secara rinci dalam laporan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Kepala Perwakilan BPK RI di
Palembang,

MUZAKKIR
NIP.240000857
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I. GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 E
2. Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP).

B. Entitas Pemeriksaan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI di Palembang.

C. Tujuan Pemeriksaan

1. Untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh RSUD telah dilaksanakan
secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan yang telah
ditetapkan.

2. Untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD telah tersedia
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukkannya.

3. Untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah

dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

D. Sasaran Pemeriksaan.

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan pada

RSUD, yang meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pelaksanaan
pelayanan kesehatan,

2. Pemanfaatan sarana, prasarana, peralatan kesehatan, dan obat-obatan yang
menunjang upaya pelayanan kesehatan masyarakat,

3. Pendapatan dari pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga,

4. Ketersediaan tenaga medis, paramedis, dan non medis.
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E. Periode yang Diperiksa
Pemeriksaan hanya mencakup kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Palembang BARI

Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.

F. Alasan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang
sangat esensial bagi masyarakat, sehingga kinerja rumah sakit perlu didukung dengan

pencapaian standar yang sesuai dengan Indikator Upaya Kesehatan.

G. Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK-RI Tahun 2007.

H. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung realisasi hasil dari indikator
pelayanan kesehatan masyarakat pada rumah sakit atas sasaran Kkinerja dan
membandingkannya dengan standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya melakukan evaluasi atas hasil perbandingan tersebut, serta kaitan dengan
biaya yang dikeluarkan untuk menilai ekonomis, efektivitas, dan efisiensi pencapaian
tujuan.

Pemilihan dan pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan teknik stratified
random sampling. Untuk mengumpulkan bukti digunakan teknik pemeriksaan

berupa observasi, wawancara dan pengujian dokumen serta analisis pemeriksa.

I. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 10 September s.d. 21 Nopember 2007.

J. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa
RSUD Palembang BARI pada awalnya dibangun dengan nama Poliklinik/ Puskesmas
Panca Usaha pada Tahun 1986 dan kemudian diresmikan menjadi RSUD Palembang
BARI pada tanggal 19 Juni 1995.
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RSUD Palembang BARI terletak di Kecamatan Seberang Ulu | Jalan Panca Usaha
Nomor 1 Kelurahan 5 Ulu Darat. Untuk sementara ini, RSUD Palembang BARI
membina daerah Seberang Ulu dan menerima rujukan dari 9 (sembilan) Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Induk, 12 (dua belas) Puskesmas Pembantu,
Dokter dan Bidan praktik swasta, serta rujukan dari Puskesmas-Puskesmas yang
berada di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1326/Menkes/SK/X1/1997 tanggal 10 November 1997, RSUD Palembang BARI telah
ditetapkan menjadi RSUD tipe C, dan saat ini sedang dalam proses akreditasi untuk
menjadi RSUD tipe B.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Palembang
BARI mempunyai pelayanan sebagai berikut :
1. Pelayanan Rawat Jalan.

a) Poliklinik Spesialis Bedah,

b) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam,

c) Poliklinik Spesialis Kebidanan,

d) Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga

Berencana (KB),

e) Poliklinik Spesialis Anak,

f) Poliklinik Spesialis Mata,

g) Poliklinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT),

h) Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin,

i) Poliklinik Spesialis Gigi, dan

j) Instalasi Rawat Darurat.
2. Pelayanan Rawat Inap.

a) Pelayanan Rawat Inap Umum,

b) Pelayanan Rawat Inap Umum Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan

Keluarga Berencana (KB),

c) Pelayanan Rawat Inap Penyakit Anak, dan

d) Pelayanan Rawat Inap VIP.
3. Pelayanan Penunjang.
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a) Instalasi Laboratorium Klinik,

b) Instalasi Radiologi,

¢) Instalasi Farmasi,

d) Instalasi Bedah Sentral,

e) Instalasi Gizi, dan

) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang BARI diatur dan ditetapkan
dalam Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Palembang BARI. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa RSUD
Palembang BARI adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan. RSUD Palembang BARI
mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan penyakit, keadaan cacat badan dan jiwa yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta
melaksanakan upaya rujukan.
Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari :
Direktur,
Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik,
Wakil Direktur Pelayanan,
Komite Medik, Staf Medik Fungsional
Sekretariat,
Bidang Keuangan dan Program,
Bidang sarana dan Rekam Medik,
Bidang Medik dan Non Medik,
Bidang Keperawatan,

© © N o g B~ DR

10. Kelompok Jabatan Fungsional,

11. Satuan Pengawas Intern.

Perkembangan jumlah tempat tidur dan jumlah kunjungan pasien serta jumlah
kematian pasien Tahun Anggaran 2005, 2006 dan 2007 yang menjadi dasar

perhitungan indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
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No Uraian 2005 2006 2007 (sampai Juni)
1. | Jumlah tempat tidur 93 100 120
2. | Jumlah hari perawatan 20.294 28.667 16.921
3. | Jumlah pasien yang keluar 3.308 5.475 3.357
4. | Jumlah seluruh kematian pasien 144 186 93
5. | Jumlah kematian pasien > 48 jam 81 87 71

Rincian Sumber Daya Manusia yang ada pada RSUD Palembang BARI per
September 2007 adalah:

No. Jenis Tingkat Pendidikan Status
Ketenagaan SD | SMP | SMA | D1 | D3 | D4 | S1 | S2 | PNS | PTT | Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 | Dokter Umum - 15 - 9 6 15
2 | Dokter Gigi - - - - - - 1 - 1 1
3 Dokter Ahli Bedah 1 1 1
4 | Dokter Ahli Penyakit Dalam 4 3 1 4
5 | Dokter Anak 3 3 3
6 | Dokter Ahli Obgin 2 2 2
7 | Dokter Ahli Radiologi 1 1 1
8 | Dojter Ahli Anastesi 1 1 1
9 | Dokter Ahli Patologi Klinik 1 1 1
10 | Dokter Ahli Mata 1 1 1
11 | Dokter Ahli THT 1 1 1
12 | Dokter Ahli Kulit/Kelamin 2 2 2
13 | Dokter Rehabilitasi Medik 1 1 1
14 | Dokter MARS/MM 4 4 4
15 | S-2Lain-lain 3 3 3
16 | S-1Kesehatan Masyarakat 5 4 1 5
17 | S-1 Apoteker 2 1 1 2
18 | S-1 Ekonomi 7 2 5 7
19 | S-1Hukum 2 2 2
20 [ S-1 Pendididkan 1 1 1
21 | S-1Teknik 5 4 5
22 | S-1Keperawatan 2 1 1 2
23 | D-4 Kebidanan - - - - - 1 - - 1 1
24 | D-3 Farmasi 2 2 2
25 | D-3 Perawatan - - - - 69 - - - 47 22 69
26 | D-3Gizi - - - - 2 - - - 2
27 | D-3APK - - - - 1 - - - 1 - 1
28 | D-3Lain-lain - - - - 13 - - - 2 1 13
29 | D-3 Kebidanan - - - - 16 - - - 13 3 16
30 | D-3Fisioterapi 2 1 1 2
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J.

K.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 | D-3 Refraksi Optisi 1 1 1
32 | D-3APRO 7 3 4 7
33 | D-3ATEM 1 1 1
34 | D-3AAK 4 2 2 4
35 | D-3 Anastesi 2 2 2
" (DSéFlfﬁ)s Lingkungan 1 1 1
37 | D-1Gizi (SPAG) - - - 2 - - - - 2 - 2
38 | D-1Lain-lain - - - 3 - - - - - 3 3
39 | Bidan - - 3 - - - - - 3 - 3
40 | Perawat Bidan 10 - - - - - 9 1 10
41 | Perawat (SPK) - - w - - - - - 17 - 17
42 | SPRG - - 3 - - - - - 3 - 3
43 | smak - - 6 - - - - - 5 1 6
44 | smrF - - 7 - - - - - 6 1 7
45 | Pekarya Kesehatan 5 5 10 - - - - - - 20 20
46 | SLTA Umum - - 23 - - - - - 2 21 23
47 | SMK - - 16 - - - - - 2 14 16
48 | sLtp - 4 - - - - - - - 4 4
49 | sb 2 - - - - - - - - 2 2

JUMLAH 7 9 95 6 120 1 40 | 25 169 | 134 303

Batasan Pemeriksaan

Indikator Upaya Kesehatan yang dinilai berdasarkan Kumpulan Indikator Kesehatan
Departemen Kesehatan Tahun 1998 adalah ketersediaan dan pemanfaatan tempat
tidur pasien (Bed Occupancy Rate/BOR), rata-rata lamanya pasien dirawat (Average
Length of Stay/Av.LOS), frekuensi penggunaan tempat tidur (Bed Turn Over/BTO),
rata-rata tempat tidur tidak ditempati (Turn Over Internal/TOIl), angka kematian
untuk 1000 penderita keluar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian lebih dari 48
jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Nett Death Rate/NDR).

Kriteria Pemeriksaan

Peraturan yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan organisasi Rumah Sakit :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
(SISPENAS) Tahun 2005-2009.
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9.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 558/Menkes/SK/11/1984 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/X1/1992 Tanggal 12
Nopember 1993 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.

Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan
Pedoman Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1333 Tahun 1999 tentang Standar Jasa
Pelayanan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 436/Menkes/SK/V1/1993 tentang
berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. 811/2/2/V11/93 tanggal 3
Juli 1993 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.

Kumpulan Indikator Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 1998.

10. Standar Peralatan, Ruang dan Tenaga Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Pelayanan

Medik, Departemen Kesehatan Rl Tahun 1994.
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Il. TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Beberapa Indikator Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Belum Memenuhi

Standar Pelayanan

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan penting dan strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit diperlukan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja
Rumah Sakit, diantaranya kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas perawatan oleh
masyarakat.

Baik/buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Palembang BARI
kepada masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Indikator Mutu Pelayanan, yaitu :

1) Ketersediaan dan pemanfaatan tempat tidur pasien (Bed Occupancy Rate/BOR),
dengan rumus : jumlah hari perawatan/(jumlah tempat tidur x 365 hari);

2) Rata-rata lamanya pasien dirawat (Average Length of Stay/Av.LOS) dengan
rumus : jumlah hari perawatan/jumlah pasien yang keluar;

3) Frekuensi penggunaan tempat tidur (Bed Turn Over/BTO) dengan rumus : jumlah
pasien yang keluar/jumlah tempat tidur;

4) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati (Turn Over Internal/TOI) dengan rumus:
{(umlah tempat tidur x 365 hari) - jumlah hari perawatan}/jumlah pasien yang
keluar.

BOR digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

Indikator BTO, TOI dan Av.LOS secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui

tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit.
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b.

2) Angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita

GDR dan NDR berfungsi untuk mengetahui apakah mutu pelayanan rumah sakit
tersebut sudah cukup baik, semakin tinggi nilainya berarti mutu pelayanannya kurang
baik karena GDR dan NDR menunjukkan jumlah kematian pasien keluar per 1000

Indikator Efisiensi Pelayanan, antara lain :
1) Angka kematian untuk 1000 penderita keluar (Gross Death Rate/GDR) dengan

rumus : jumlah pasien mati seluruhnya/jumlah pasien yang keluar;

keluar (Nett Death Rate/NDR) dengan rumus : jumlah pasien meninggal > 48 jam

dirawat/jumlah pasien yang keluar.

penderita yang keluar.

Indikator kesehatan di atas merupakan Indikator Upaya Kesehatan yang diatur dalam

Kumpulan Indikator Kesehatan yang diterbitkan Departemen Kesehatan Republik

Indonesia Tahun 1998.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari bagian Medical Record diketahui
bahwa selama Tahun Anggaran 2005, 2006 dan 2007, RSUD Palembang BARI memiliki

data sebagai berikut :

No Uraian 2005 2006 2007 (sampai Juni)
1. | Jumlah tempat tidur 93 100 120
2. | Jumlah hari perawatan 20.294 28.667 16.921
3. | Jumlah pasien yang keluar 3.308 5.475 3.357
4. | Jumlah seluruh kematian pasien 144 186 93
5. | Jumlah kematian pasien > 48 jam 81 87 71

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perhitungan indikator mutu dan efisiensi

pelayanan kesehatan masyarakat RSUD Palembang BARI sebagai berikut :

a. Tahun 2005

Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang
BARI pada Tahun 2005 adalah:

No Indikator Pelayanan Standar Pelayanan Nilai
1. BOR 60-85% 59,78 %
2. BTO 40 -50 35,57
3. TOI 1-3 4,13
4. Av. LOS 6-9 6,13
5. GDR 45 %o 43,53 %o
6. NDR 25 %o 24,49 %o
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Angka BOR dibawah standar pelayanan menunjukkan kurangnya pemanfaatan
fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat.

Angka BTO dibawah standar pelayanan menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan
tempat tidur rendah.

Angka TOI diatas standar pelayanan menunjukkan bahwa interval penggunaan
tempat tidur cukup tinggi.

Angka Av.LOS memenuhi standar pelayanan menunjukkan tingkat -efisiensi
pelayanan rumah sakit baik.

Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah efisiensi penggunaan
tempat tidur rumah sakit pada Tahun 2005 masih kurang.

Angka GDR dan NDR rumah sakit pada Tahun 2005 rendah menunjukkan bahwa
mutu pelayanan rumah sakit baik.

b. Tahun 2006
Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang
BARI pada Tahun 2006 adalah:

No | Indikator Pelayanan Standar Pelayanan Nilai

1. |BOR 60 -85 % 78,54%
2. | BTO 40-50 54,75
3. | TOI 1-3 1,43
4. | Av. LOS 6-9 5,24
5. | GDR 45 %o 33,97 %o
6. | NDR 25 %o 15,89 %o

Angka BOR memenuhi batas standar pelayanan.

Angka BTO diatas batas standar pelayanan menunjukkan bahwa frekuensi
penggunaan tempat tidur cukup tinggi.

Angka TOIl memenuhi batas standar pelayanan.

Angka Av.LOS rendah menunjukkan efisiensi pelayanan rumah sakit baik.
Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah efisiensi penggunaan
tempat tidur rumah sakit pada Tahun 2006 cukup baik dan diperlukan

pengembangan/penambahan tempat tidur.
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Angka GDR dan NDR rumah sakit Tahun 2006 rendah menunjukkan bahwa mutu

pelayanan rumah sakit baik.

c. Tahun 2007

Jumlah tempat tidur di seluruh ruangan di RSUD Palembang BARI untuk tahun 2007
adalah sebanyak 120 buah. Penambahan jumlah tempat tidur tersebut diantaranya
tempat tidur di ruang kebidanan yang sebenarnya berfungsi untuk tindakan dan
observasi dihitung sebagai tempat tidur instalasi rawat inap. Hal itu terjadi karena
seringkali tempat tidur tersebut digunakan untuk pasien rawat inap di bagian
kebidanan akibat kurangnya tempat tidur di bagian perawatan.

Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang
BARI pada Tahun 2007 (sampai dengan bulan Juni) sesuai dengan jumlah tempat

tidur tersebut adalah sebagai berikut :

No Indikator Pelayanan Standar Pelayanan Nilai

1. | BOR 60 — 85 % 77,91%
2. | BTO 40 - 50 27,98
3. | Tol 1-3 1,43
4. | Av. LOS 6-9 5,04
5. | GDR 45 %o 27,70 %o
6. | NDR 25 %o 21,15 %o

Angka BOR memenuhi standar pelayanan.

Angka BTO yang rendah menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur
rendah. Angka TOIl memenuhi standar pelayanan yang berarti bahwa interval
penggunaan tempat tidur baik.

Angka Av.LOS memenuhi standar pelayanan.

Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah penggunaan tempat
tidur rumah sakit sudah cukup efisien, namun pemanfaatan tempat tidur oleh
masyarakat masih rendah.

Angka GDR dan NDR Tahun 2007 rendah menunjukkan bahwa mutu pelayanan

rumah sakit baik.
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Perhitungan indikator kesehatan Tahun 2005, Tahun 2006 dan Tahun 2007 (sampai
dengan bulan Juni) tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan mutu
dan efisiensi kegiatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan fasilitas perawatan oleh
masyarakat pada RSUD Palembang BARI. Angka BTO Tahun 2007 (sampai dengan
bulan Juni) yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah

sakit oleh masyarakat.

Beberapa indikator pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan tidak
sesuai dengan Kumpulan Indikator Kesehatan yang diterbitkan oleh Departemen
Kesehatan RI Tahun 1998, sebagai parameter dalam menilai penampilan kinerja rumah

sakit.
Hal ini mengakibatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit belum optimal.

Kondisi ini disebabkan belum ada upaya maksimal dari Komite Medik dan Panitia
Mutu Pelayanan RSUD Palembang BARI untuk mengevaluasi tingkat pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Panitia
Mutu memberikan laporan kepada Direktur/Komite Medik mengenai indikator-indikator
untuk mutu pelayanan medik. Hasil laporan dievaluasi bersama secara berkala (tiga bulan
sekali) sedangkan untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti segera dibicarakan langsung

pada pertemuan dengan seluruh jajaran Komite Medik.

BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
memberikan teguran tertulis kepada Komite Medik dan Panitia Mutu Pelayanan RSUD
Palembang BARI untuk secara maksimal menindaklanjuti laporan-laporan hasil evaluasi

mutu pelayanan rumah sakit.
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2. Ketersediaan Tenaga, Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Standar

Sebagai rumah sakit umum daerah di Kota Palembang, RSUD Palembang BARI
harus memberikan pelayanan terbaik yang didukung dengan jumlah tenaga yang cukup
dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1326/Menkes/SK/X1/1997 tanggal 10
November 1997, RSUD Palembang BARI telah ditetapkan menjadi RSUD tipe C, dan
saat ini sedang dalam proses akreditasi untuk menjadi RSUD tipe B.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik atas ketersediaan
tenaga dan sarana prasarana rumah sakit, menunjukkan hal-hal berikut :

a. Ketersediaan Tenaga
Jumlah tenaga untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit
sampai dengan saat pemeriksaan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar,
namun secara rinci berdasarkan spesialisasi jenis tenaga beberapa diantaranya belum

sesuai dengan standar, yaitu:

. Jumlah Tenaga
No Jenis Tenaga 5005 | 2006 | 2007
1. | Dokter Ahli Rehabilitasi Medik - 1 1
2. | Dokter Gigi 2 1 1
3. | Perawat (SPK) 24 19 17
4. | S|Gizi - - -
5. | DIl Gizi 1 1 -
6. | Fisioterapis 2 2 2
7. | Tehniker Gigi - - -

Jumlah tenaga berdasarkan spesialisasi jenis tenaga tersebut dibandingkan
dengan Standar Peralatan, Ruang dan Tenaga Rumah Sakit Kelas C yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Rl Tahun 1994
yang menetapkan jumlah minimal tenaga untuk rumah sakit kelas C menunjukkan
bahwa jumlah tenaga medis, paramedis perawat, paramedis non perawat dan non

medis masih di bawah standar yaitu :
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. Selisih (kurang)

No Jenis Tenaga Standar 5005 12006 | 2007
1. | Dokter Ahli Rehabilitasi Medik 2 2 1 1
2. | Dokter Gigi 2 - 1 1
3. | Perawat (SPK) 19 - - 2
4. | S1Gizi 1 1 1 1
5 | DIlGizi 4 3 3 4
6. | Fisioterapis 12 10 10 10
7. | Tehniker Gigi 1 1 1 1

Jumlah 17 17 20

b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit
Jumlah tempat tidur yang ada di ruang rawat inap RSUD Palembang BARI pada
Tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah sebagai berikut:

Jumlah
No Kelas 2005 |2006 | 2007
1. Utama 4 4 4
2. |1 9 9 10
3| 13 17 21
4 49 49 49
Total 75 79 84

Selain itu terdapat beberapa tempat tidur yang tersebar di ruangan lainnya yaitu:

No Ruangan Jumlah
2005 2006 2007
1. | Kebidanan (VK) - - 5
2. | Ginekologi - - 3
3. | Neonatus 13 16 20
4. | Isolasi 5 5 5
5. | Observasi - - 3
Total 18 21 36

Dengan demikian total jumlah tempat tidur pada Tahun 2005 sebanyak 93 buah,
Tahun 2006 sebanyak 100 buah, dan Tahun 2007 sebanyak 120 buah. Dari jumlah
seluruh tempat tidur yang terdapat di ruangan rawat inap menunjukkan bahwa

fasilitas tiap kamar untuk Kelas Utama, I, Il, dan Il sudah cukup memadai, namun
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masih terdapat beberapa sarana prasarana ruangan yang kurang baik kondisinya
seperti tempat tidur, meskipun masih dapat dipergunakan, dan kebersihan di beberapa
ruangan yang kurang terpelihara.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Rl No0.0159/Yan.Med/1987 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Pola Tarip Rumah  Sakit Pemerintah, maka
penyebaran/penempatan tempat tidur belum sepenuhnya sesuai, yaitu terdapat
kelebihan tempat tidur di Kelas Utama dan kekurangan tempat tidur di beberapa

ruangan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2005
No | Kelas | TT tersedia SK Menkes Pembulatan Ket.
1. |Utama 4 2% x 93 = 1,86 (Maksimal) 2 Lebih 2
2. |l 9 18% x 93 = 16,70 (Maksimal) 17 Kurang 8
3. |l 13 20% x 93 = 18,60 (Maksimal) 19 Kurang 6
4. | 49 2 X 30% x 93 = 55,80 (Minimal) 56 Kurang 7
Tahun 2006
No Kelas TT tersedia SK Menkes Pembulatan Ket.
1. Utama 4 2% x 100 = 2 (Maksimal) 2 Lebih 2
2. | 9 18% x 100 = 18 (Maksimal) 18 Kurang 9
3. ] 17 20% x 100 = 20 (Maksimal) 20 Kurang 3
4, 1l 49 2 x 30% x 100 =60 (Minimal) 60 Kurang 11
Tahun 2007
No Kelas TT tersedia SK Menkes Pembulatan Ket.
1. Utama 4 2% x 120 = 2,40 (Maksimal) 2 Lebih 2
2. [ 10 18% x 120 = 21,60 (Maksimal) 22 Kurang 12
3. Il 21 20% x 120 = 24 (Maksimal) 24 Kurang 3
4. 1l 49 2x30% x 120 =72 (Minimal) 72 Kurang 23

Hasil konfirmasi kepada Kepala Rekam Medik menunjukkan bahwa RSUD
Palembang BARI memang lebih banyak menangani pasien dari keluarga miskin atau
kelas 111, seiring dengan program Askeskin yang dicanangkan Pemerintah, sehingga
memang dibutuhkan lebih banyak tempat tidur untuk memaksimalkan pelayanan

kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No0.0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang

Petunjuk pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah pada lampiran yaitu Bagian 111
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angka 4 huruf b yang menyatakan bahwa persentase dari jumlah tempat tidur tersedia
pada RSU kelas C dan Rumah Sakit Karantina, terbagi atas :

- Kelas Utama 2% maksimal,

- Kelas | 18 % maksimal,

- Kelas Il 20% maksimal,

- Kelas 111 60% minimal.

Keadaan tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat umum khususnya pada pasien keluarga

miskin.

Hal tersebut disebabkan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik RSUD
Palembang BARI kurang cermat dalam merencanakan kebutuhan tenaga, sarana dan

prasarana.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa saat ini
RSUD Palembang BARI sedang dalam proses penilaian akreditasi untuk 12 pelayanan.
Penilaian yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan baik
dari segi tenaga, sarana dan prasarananya. Perekrutan tenaga yang akan dilaksanakan
mempedomani persyaratan sesuai standar dan kompetensi tenaga yang diperlukan.

BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
memberi teguran tertulis kepada Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik untuk lebih
cermat dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana

dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

3. Beberapa Bidang dan Instalasi Rumah Sakit Belum Membuat Program Kerja

Tahunan

RSUD Palembang BARI merupakan RSUD tipe C yang susunan organisasi dan

tata kerjanya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari
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2004 dan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2004
tanggal 18 Febuari 2004. Salah satu sub bidang dalam susunan organisasi dan tata kerja
tersebut adalah Sub Bidang Program dibawah pimpinan Wakil Direktur Keuangan dan
Rekam Medik.

Program kerja tahunan merupakan gambaran mengenai kegiatan rumah sakit
terutama proses bisnis rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari
setiap bidang dan konfirmasi kepada Kepala Sub Bidang Program dan Rekam Medik
serta Kasub Bidang Yan Medik dan Non Medik RSUD Palembang BARI diketahui
terdapat 5 (lima) bidang dan 7 (tujuh) instalasi yang belum membuat program kerja
tahunan yaitu:

a. Kesekretariatan

b. Bidang Keuangan dan Program

c. Bidang Sarana dan Rekam Medik
d. Bidang Keperawatan

e. Bidang Medik dan Non Medik

f. Instalasi Rawat Jalan

g. Instalasi Rawat Inap

h. Instalasi Radiologi

Instalasi Laundry
J. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
K. Instalasi Farmasi

I. Instalasi Penyehatan Lingkungan

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUD Palembang BARI Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan
bahwa Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana,

mengevaluasi dan menginformasikan program RSUD Palembang BARI.

Keadaan tersebut mengakibatkan evaluasi atas pelaksanaan program Kkerja

tahunan tidak dapat diukur.
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Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dari Wakil Direktur Keuangan
dan Rekam Medik RSUD Palembang BARI.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Program
Kerja Tahunan disusun berdasarkan informasi yang diterima dari setiap bidang dan
instalasi yang ada di lingkungan RSUD Palembang BARI dan mengacu pada visi, misi
yang telah ditetapkan. Khusus untuk Rencana Strategis Bisnis baru akan disusun sesuai
sengan ketentuan yang semestinya setelah mendapat masukan dari narasumber yang
berkompeten di bidangnya (mempersiapkan RSUD Palembang BARI menjadi BLUD
(Badan Layanan Umum Daerah)).

BPK-RI merekomendasikan Direktur RSUD Palembang BARI agar menegur
secara tertulis Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik untuk meningkatkan
pengawasan dalam penyusunan program mempedomani Rencana Strategis Bisnis yang

disusun.

4. Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Tenaga Paramedis pada

Instalasi-instalasi Belum Dibuat

RSUD Palembang BARI ditetapkan menjadi RSUD tipe C berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No0.1326/Menkes/SK/X1/1997 tanggal 10 November
1997. Sesuai dengan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kegiatan
utamanya pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif, maka melalui Surat
Keputusan Direktur No. 800/555/KR.2/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang
Pembentukan Instalasi di RSUD Palembang BARI, rumah sakit memiliki 11 instalasi
yaitu :

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Rawat Darurat;

d. Instalasi Bedah Sentral dan ICU;
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Instalasi Radiologi;
Instalasi Gizi;

Instalasi Laundry;

o Q o

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

Instalasi Laboratorium dan Patologi Klinik;
J. Instalasi Farmasi;
k. Instalasi Penyehatan Lingkungan

Pelaksanaan tugas pelayanan pada instalasi-instalasi tersebut diantaranya
dilaksanakan oleh tenaga-tenaga paramedis baik perawatan maupun non perawatan. Tata
cara pelaksanaan tugas pada masing-masing instalasi diatur dalam suatu prosedur tetap
(protap) yang menjadi pedoman kerja bagi setiap tenaga paramedis dalam mengambil
tindakan pelayanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Instalasi Laboratorium dan
konfirmasi dengan Kasub Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik serta Kepala
Ruangan Zaal Penyakit Dalam dan Kebidanan, diketahui bahwa selain melaksanakan
tugas pelayanan kesehatan seperti yang diatur dalam protap, tenaga paramedis tersebut
juga melaksanakan tugas administrasi antara lain mencatat keluar-masuk pasien,
pengurusan berkas administrasi pasien yang akan keluar dan melaporkannya ke bidang
keuangan. Pelaksanaan tugas tersebut untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi
rumabh sakit yang terpusat pada bidang keuangan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan tugas tersebut diukur dari efektivitas tujuan
pelaksanaan sistem informasi rumah sakit menunjukkan masih banyak tenaga paramedis
yang tidak melaksanakan tugasnya secara semestinya. Berkas administrasi pasien masih
diinput langsung oleh bidang keuangan. Beberapa tenaga paramedis mengakui beban
kerja yang bertambah akibat tugas-tugas dimaksud. Kondisi tersebut juga didukung

dengan kekurangmampuan tenaga paramedis dalam pengoperasian komputer.

Seharusnya setiap prosedur kerja dituangkan dalam suatu kebijakan rumah sakit

berupa prosedur tetap atau standar operasional baku.
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Keadaan tersebut mengakibatkan pelaksanaan sistem informasi rumah sakit

terhambat.

Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Palembang BARI lalai tidak segera
membuat prosedur tetap atas pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh tenaga
paramedis di setiap instalasi.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa prosedur
tetap pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh tenaga paramedis di setiap

instalasi akan segera dibuat setelah dibahas bersama oleh bagian yang terkait.

BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
membuat suatu prosedur tetap yang terinci atas pelaksanaan tugas administrasi yang

dilakukan oleh tenaga paramedis di setiap instalasi.

5. Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit Belum Melaksanakan Tugas Secara Optimal

Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang BARI diatur dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 dan dikukuhkan dengan
Keputusan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 18 Febuari 2004. Di dalam
keputusan tersebut disebutkan bahwa Susunan Organisasi RSUD Palembang BARI
terdiri dari :

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik;

c. Wakil Direktur Pelayanan;

d. Sekretariat;

e. Bidang Keuangan dan Program;

f. Bidang Sarana dan Rekam Medik;
g. Bidang Medik dan Non Medik;

h. Bidang Keperawatan;
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i. Kelompok Jabatan Fungsional;

J.  Komite Medik;

k. Staf Medis Fungsional;

I. Instalasi;

m. Satuan Pengawas Intern (SPI).

RSUD Palembang BARI telah membentuk tim SPI berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Nomor 800/07.1/RSUD/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Pembentukan
Tim Satuan Pengawas Intern RSUD Palembang BARI. Tim yang dibentuk tersebut telah
melaksanakan tugas namun masih banyak kegiatan pengawasan dan pengendalian yang
harus dibenahi dalam pengurusan administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan rumah
sakit yang seharusnya dapat ditemukan lebih dini dan diperbaiki apabila Tim SPI telah
bertugas secara optimal, antara lain :

a. Pada pengelolaan Karcis retribusi Unit Gawat Darurat (UGD) tidak terdapat catatan
yang menunjukkan berapa jumlah karcis retribusi yang merupakan persediaan akhir
tahun sebelumnya yang menjadi persediaan awal tahun berikutnya serta berapa
mutasi karcis masuk (pengadaan karcis) dan karcis yang keluar (didistribusikan ke
pasien UGD).

b. Rekonsiliasi atas pencatatan karcis antara unit gawat darurat dan rawat jalan dengan
pencatatan di bidang keuangan tidak pernah dilakukan.

c. Perbedaan pencatatan antara bidang pelayanan dan rekam medik mengenai jumlah
hari perawatan yang dicatat oleh setiap ruang rawat inap, jumlah tempat tidur dan
jumlah pasien untuk perhitungan indikator BOR, Av. LOS dan TOI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
983/SK/Menkes/X1/1992 tanggal 12 November 1992 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit Umum pada Bab IX Pasal 47 (1) yang menyatakan bahwa Satuan Pengawas
Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap

pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
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Keadaan tersebut mengakibatkan ketidaktaatan pada peraturan pengelolaan
keuangan atau ketentuan tentang pelayanan kesehatan serta ketidaktertiban administrasi

tidak dapat dievaluasi secara cepat.

Hal tersebut disebabkan Tim SPI RSUD belum menjalankan program

kerja/rencana pemeriksaan yang dibuatnya secara optimal.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa SPI1 terdiri
dari Ketua dan dua anggota yang saat ini merangkap tugas di bagian keuangan dan
kepegawaian sehingga program kerja/ rencana pemeriksaan yang telah dibuat tidak dapat
dilaksanakan secara optimal. Untuk itu SPI akan segera dievaluasi karena salah satu
anggota sudah mengurus kepindahan tugasnya ke instansi lain di lingkungan Pemerintah

Kota Palembang.

BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
segera mengevaluasi Tim SPI dan memerintahkan secara tertulis Tim SPI untuk

menjalankan program kerja/ rencana pemeriksaan yang telah dibuatnya.

6. Pelayanan Farmasi Kepada Pasien Rumah Sakit oleh Apotek Pelengkap Belum

Dibuat Perjanjian

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien dan
penyediaan obat yang bermutu. Penyelenggaraan pelayanan tersebut difasilitasi oleh
instalasi farmasi dengan tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan produksi, peracikan,
penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan.

Tata kerja Instalasi Farmasi pada RSUD Palembang BARI diatur dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Organisasi dan

Tata Kerja RSUD Palembang BARI. Instalasi farmasi sebagai salah satu instalasi
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penunjang medis difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan resep bagi
pasien RSUD.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan resep bagi pasien
umum, instalasi farmasi dibantu oleh Apotek Pelengkap yang berfungsi melayani resep
pasien umum diluar pasien Askes PNS dan Askeskin yang tidak disediakan oleh Instalasi
Farmasi.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Instalasi Farmasi diketahui bahwa
keberadaan Apotek Pelengkap tersebut belum dibuatkan perjanjian dan tidak ada
pembagian kontribusi kepada rumah sakit, padahal Apotek Pelengkap memanfaatkan
fasilitas ruangan dan petugas rumah sakit. Selain itu, resep yang dilayani oleh Apotek
Pelengkap pada dasarnya merupakan obat-obat yang tidak disediakan oleh Instalasi

Farmasi dan merupakan barang konsinyasi perusahaan-perusahaan farmasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Prinsip kepastian hukum bahwa setiap pemanfaatan fasilitas rumah sakit harus dibuat
perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 436/Menkes/SK/V1/1993
tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di
Rumah Sakit, Standar Pertama dari pelayanan farmasi yang menjelaskan bahwa
pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan
pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Keadaan tersebut mengakibatkan rumah sakit tidak memperoleh kontribusi atas

pemanfaatan fasilitas oleh apotik pelengkap tersebut.

Hal tersebut terjadi karena Direktur RSUD Palembang BARI kurang
memperhatikan pentingnya membuat perikatan kesepakatan bersama dalam rangka
mengamankan kekayaan rumah sakit dan menambah potensi penerimaan bagi rumah

sakit.
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Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Instalasi
Farmasi RSUD Palembang BARI mempunyai tugas dan fungsi untuk pelayanan obat-
obatan (mulai pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dalam pemenuhan kebutuhan
obat dan pelayanan resep bagi pasien). Khusus untuk Askes dan Askeskin langsung
dilaksanakan oleh Apotik Sehat Bersama (milik Koperasi Askes) yang dasar
pelaksanaannya mengacu pada MoU yang dibuat pihak rumah sakit dan PT. Askes.
Pelayanan obat untuk pasien umum dalam hal obat tidak tersedia di RSUD Palembang
BARI (sesuai dengan obat rutin yang disediakan dari APBD Kota Palembang) maka
Kepala Instalasi Farmasi menyediakan obat yang diperlukan dengan langsung
mengajukan permintaan kepada distributor untuk menyuplai ke Instalasi Farmasi.
Pengadaan tersebut dan pendistribusian sesuai dengan peresepan Yyang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
mengembangkan pelayanan farmasi rumah sakit melalui perikatan dengan pihak koperasi

atau swasta lainnya yang menguntungkan rumah sakit.

7. Beberapa Alat Medis Belum Dimanfaatkan

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para pasien, RSUD
Palembang BARI, pada Tahun Anggaran 2006, telah melakukan pengadaan alat-alat
medis untuk mendukung pelayanan kepada pasien. Alat-alat medis tersebut
didistribusikan ke masing-masing instalasi rumah sakit yang akan memanfaatkannya.

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa instalasi diketahui terdapat alat medis

di Instalasi Bedah Sentral yang semenjak pengadaannya belum juga dioperasikan, yaitu :

No Nama Alat Merk

1. | Laparoscopy Surgery Richard Woul

2. | Endoscopy / Gastroscopy Flexible | USA Vision Compact
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Alat medis tersebut bersifat spesifik dan hanya bisa dioperasikan oleh dokter yang
memiliki sertifikasi pengoperasian alat medis tersebut. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Sub Bagian Diklat dan Litbang RSUD Palembang BARI diketahui bahwa
proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3
huruf b yang menyatakan bahwa pengadaaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip
efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran

yang ditetapkan.

Keadaan tersebut mengakibatkan alat medis tersebut belum dapat menunjang

peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan tujuan pengadaannya.

Hal tersebut disebabkan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik RSUD
Palembang BARI dalam merencanakan pengadaan alat medis tidak diikuti dengan
perencanaan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi mengoperasikan alat

medis tersebut.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa dalam
rangka pengembangan rumah sakit diperlukan Sumber Daya Manusia, sarana, dan
prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan, diantaranya termasuk penyediaan
alat-alat kesehatan yang diperlukan. Sejalan dengan pengadaan alat-alat kesehatan
tersebut juga direncanakan diklat untuk tenaga yang akan mendapat sertifikasi
pengoperasian alat medis tersebut yang waktu dan tempat pelaksanaannya tergantung dari
pihak penyelenggara. Untuk pengoperasian Laparascopy dan Endoscopy akan dilakukan
setelah dokter spesialis yang bersangkutan selesai mengikuti diklat (pada bulan Desember
2007 dan awal tahun 2008) dan mendapat sertifikasi.
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BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar
memberikan teguran tertulis kepada Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik supaya
dalam setiap pengadaan alat-alat medis mempertimbangkan penyediaan SDM yang

mampu (yang mendapat sertifikasi) untuk mengoperasikan alat tersebut.

8. Hasil Penilaian atas Standar Pelayanan untuk Rumah Sakit 12 Pelayanan Masih

Dibawah Rata-rata

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan penting yang sangat strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit
dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur
keberhasilan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit diperlukan indikator yang menjadi
tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Indikator tersebut secara
umum mengacu kepada Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah
Sakit yang wajib dilaksanakan daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/2002 tanggal 28 Maret 2002.
SPM tersebut mengatur beberapa jenis pelayanan minimal yang wajib diselenggarakan
yaitu :

a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
b. Manajemen Rumah Sakit
c. Pelayanan Medik
1) Rawat jalan
2) Rawat Inap
3) Pelayanan penunjang
Suatu standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai

patokan dalam melakukan kegiatan dan meningkatkan mutu pelayanan. Evaluasi atas
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mutu pelayanan dilakukan oleh Panitia Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan monitoring
dilakukan oleh Tim Akreditasi Rumah Sakit.

Dalam rangka peningkatan RSUD Palembang BARI menjadi tipe B, manajemen

rumah sakit telah melakukan penilaian atas standar pelayanan untuk Rumah Sakit 12

Pelayanan yang dibina dan dievaluasi oleh Departemen Kesehatan, terdiri dari :

a
b.

o o

o Q —Hh o

Pelayanan Farmasi,

Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana,
Pelayanan Radiologi,

Pelayanan Laboratorium,

Pelayanan Kamar Operasi,

Pelayanan Pengendalian Infeksi (INOS),
Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi (PERISTI),
Administrasi dan Manajemen,

Pelayanan Rekam Medik,

Pelayanan Keperawatan,

Pelayanan Medik,

Pelayanan Gawat Darurat.

Instrumen-instrumen standar tersebut disiapkan oleh Tim Akreditasi RSUD

Palembang BARI yang dibuat dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) 12 pelayanan yang

ketuanya juga menjabat sebagai ketua Komite Medik RSUD Palembang BARI. Standar

yang dinilai dari masing-masing jenis pelayanan terdiri dari :

a.
b.

C.
d.

@

Falsafah dan Tujuan,

Administrasi dan Pengelolaan,

Staf dan Pimpinan,

Fasilitas dan Peralatan,

Kebijakan dan Prosedur,

Pengembangan Staf dan Program Pendidikan,

Evaluasi dan Pengendalian Mutu.
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Standar diatas merupakan acuan yang ditetapkan RSUD Palembang BARI dalam
rangka menilai mutu pelayanan sekaligus sebagai standar yang digunakan oleh Komisi
Akreditasi RS dan Sarana Kesehatan Lainnya (KARS) dalam rangka penilaian kelayakan
peningkatan tipe rumah sakit.

Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan adanya kenaikan persentase
pencapaian standar (penilaian sampai dengan bulan November 2007) namun persentase
pencapaian standar untuk 2 (dua) pelayanan Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan
Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS) dan Pengendalian Infeksi Nosokomial
(INOS) Tahun 2007 masih dibawah rata-rata, terdiri dari:

—
No. Pelayanan Nilai (%)

2006 2007

1 K3 RS 48,88 65,00

2 INOS 35,29 60,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Survei Akreditasi RS dan Sarana
Kesehatan Lainnya Tahun 2003 mengenai Pedoman Khusus Keselamatan Kerja,
Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS), serta Pedoman Khusus
Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) yang menyatakan bahwa, nilai standar yang

harus dipenuhi untuk K3 RS dan INOS masing-masing adalah 75%.

Hal tersebut mengakibatkan pelayanan rumah sakit untuk Keselamatan Kerja,
Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS), dan Pengendalian Infeksi

Nosokomial (INOS) belum memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur RSUD Palembang BARI belum
merencanakan dan merealisasikan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian
standar pelayanan Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah

Sakit (K3 RS), dan Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) secara optimal.

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa nilai lulus
untuk masing-masing pokja adalah jika nilai rata-ratanya 75% dan tidak ada nilai 60%
atau di bawah 60%. Untuk tahun 2007 untuk penilaian standar akreditasi masih terdapat
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dua pokja yang harus diperhatikan yaitu Infeksi Nosokomial (INOS) dan Keselamatan
Kerja, Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS). Hal tersebut
dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia dan diklat untuk (SDM) yang belum terpenuhi.
Untuk itu semua sarana, prasarana, dan diklat akan dilaksanakan supaya pada penilaian
berikutnya akan diperoleh sertifikasi 12 pelayanan.

BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI untuk
lebih optimal dalam merencanakan dan merealisasikan sarana dan prasarana yang

mendukung pencapaian standar pelayanan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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